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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana 

dengan fokus pada masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Melalui metode studi 

literatur, kami menyelidiki dampak disparitas ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan, dan faktor 

sosial-budaya terhadap keadilan hukum. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa individu 

dengan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan dalam memperoleh bantuan hukum yang 

memadai, menciptakan divisi yang signifikan dalam proses peradilan. Tingkat pendidikan 

rendah juga menjadi hambatan, menyebabkan ketidaksetaraan informasi di antara pihak yang 

bersengketa. Diskriminasi sosial dan budaya semakin merumitkan akses terhadap advokasi, 

mengakibatkan perlakuan yang tidak adil di dalam sistem peradilan. Kritik terhadap sistem 

peradilan yang tidak inklusif dan biaya tinggi advokasi berkualitas menjadi sorotan utama. Oleh 

karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan dan sistem peradilan 

pidana. Upaya terkait perlu difokuskan pada penyediaan bantuan hukum yang terjangkau, 

peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, dan peninjauan ulang prosedur hukum yang 

kompleks. Reformasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi, 

menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. 

Kata Kunci: Keadilan Hukum, Ketidaksetaraan Akses, Advokasi, Peradilan Pidana, Reformasi. 

 

Abstract 

This research aims to evaluate legal justice within the criminal justice system, specifically 

focusing on the issue of unequal access to advocacy. Through a literature review approach, we 

investigate the impact of economic disparities, educational inequalities, and socio-cultural 

factors on legal justice. The findings indicate that individuals with limited resources face 

difficulties in obtaining adequate legal assistance, creating a significant division within the 

judicial process. Low levels of education also act as a barrier, resulting in informational 

inequalities among disputing parties. Social and cultural discrimination further complicates 

access to advocacy, leading to unfair treatment within the justice system. Critiques of an 

exclusive justice system and the high costs of quality advocacy are primary concerns. Therefore, 

this research recommends the necessity for policy and criminal justice system reforms. Efforts 

should be focused on providing affordable legal aid, enhancing legal education in society, and 

reviewing complex legal procedures. These reforms are expected to reduce inequality in access 

to advocacy, creating a fairer and more inclusive justice system. 

Keywords: Legal Justice, Unequal Access, Advocacy, Criminal Justice, Reform. 

 

PENDAHLUAN 

Sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan 

memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi substansi penting dalam suatu 

masyarakat hukum. Keberadaannya bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum yang 
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telah ditetapkan, menciptakan keseimbangan keadilan, dan memberikan jaminan perlindungan 

hak asasi manusia bagi setiap individu (Nugroho et al., 2024). Meskipun demikian, 

ketidaksetaraan akses terhadap advokasi muncul sebagai isu yang menarik perhatian, 

memberikan landasan bagi penelitian dan analisis lebih lanjut terkait dengan integritas dan 

efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam melihat permasalahan ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi, penelitian mengungkap bahwa disparitas tersebut dapat muncul dari berbagai faktor 

sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi masyarakat (Saputra, Tawil, et al., 2023). 

Tidak semua individu memiliki kemampuan atau sumber daya yang sama untuk memperoleh 

akses ke layanan hukum, sehingga mendorong pertanyaan kritis tentang sejauh mana sistem 

peradilan pidana dapat memberikan perlindungan yang merata bagi semua warga negara 

(Junaedi et al., 2023). Peningkatan pemahaman terhadap akar masalah ini membuka peluang 

untuk merancang kebijakan dan strategi yang dapat mengurangi ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi dan memperkuat dasar keadilan sistem peradilan pidana. 

Adalah esensial untuk menyoroti bahwa dampak ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

bukan hanya terbatas pada individu yang terlibat langsung dalam proses peradilan, tetapi juga 

dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan (Ulimaz et al., 2024). Misalnya, ketika 

sebagian besar anggota masyarakat tidak mampu memperoleh akses yang setara terhadap 

advokasi, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum dan mengancam 

kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan pidana (Saputra, Putra, et al., 2023). 

Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, 

lembaga hukum, dan masyarakat sipil, untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut agar sistem 

peradilan pidana dapat berfungsi secara optimal dan memberikan perlindungan yang adil bagi 

seluruh masyarakat (Wisma & Marta, 2023). 

Dalam menyelidiki ketidaksetaraan akses terhadap advokasi, perlu dipahami bahwa 

perbedaan ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi aksesibilitas terhadap 

layanan hukum (Enda & Rukiyanto, 2024). Individu dengan sumber daya ekonomi yang lebih 

besar cenderung memiliki akses lebih mudah terhadap advokasi, sementara mereka yang kurang 

mampu secara finansial mungkin menghadapi hambatan signifikan (Asmara et al., 2023). 

Kondisi ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan individu untuk mempertahankan 

hak-hak mereka di hadapan hukum, menyentuh aspek fundamental dari prinsip keadilan dalam 

sistem peradilan pidana (Rukiyanto et al., 2024). Selain perbedaan ekonomi, aspek pendidikan 

juga turut berperan dalam menentukan tingkat akses terhadap advokasi. Individu dengan tingkat 

pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih mampu memahami proses hukum, mengakses 

informasi, dan berkomunikasi efektif dengan advokat mereka (Saputra, Huriati, et al., 2023). 

Sebaliknya, mereka yang kurang berpendidikan dapat merasa terpinggirkan dan sulit untuk 

memahami hak-hak mereka, menyebabkan ketidaksetaraan dalam partisipasi aktif dalam proses 

peradilan (Sari, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi hukum 

di kalangan masyarakat agar setiap individu dapat merasa diberdayakan dalam mengakses 

sistem peradilan. 

Aspek sosial juga tidak dapat diabaikan, karena faktor-faktor seperti etnis, gender, dan 

latar belakang sosial dapat memperdalam disparitas akses terhadap advokasi (Robiah et al., 

2024). Diskriminasi dan stereotip dapat mempengaruhi cara individu diperlakukan dalam sistem 

peradilan pidana, menciptakan hambatan tambahan bagi mereka yang berada dalam kelompok 

minoritas. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan, tetapi juga untuk mengajukan solusi yang holistik dengan melibatkan berbagai 

aspek kehidupan masyarakat yang dapat memperkuat akses terhadap advokasi dan merangsang 

terciptanya keadilan yang lebih inklusif (Saputra, Ramadhani, et al., 2023). Dengan merangkai 

aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial secara komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

dalam konteks peradilan pidana (Awear & Rukiyanto, 2023). Dengan pemahaman yang 

mendalam terhadap akar permasalahan dan dampaknya, langkah-langkah strategis dapat diambil 
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untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem peradilan, memastikan bahwa setiap 

individu memiliki akses yang setara terhadap advokasi, dan keadilan hukum dapat menjadi hak 

yang universal dan merata bagi seluruh masyarakat (Marzuki, 2024). 

Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman kita terhadap 

sejauh mana ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dapat merusak integritas sistem peradilan 

pidana. Dengan mengeksplorasi kasus-kasus konkret yang melibatkan ketidaksetaraan tersebut, 

penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan yang dihadapi 

oleh mereka yang tidak memiliki akses yang setara terhadap advokasi. Penelitian ini juga 

mencoba menyorot implikasi sosial dan moral dari ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

dalam konteks peradilan pidana. Bagaimana kebijakan dan praktik-praktik yang ada dapat 

diperbarui atau disesuaikan untuk mengatasi ketidaksetaraan tersebut menjadi fokus evaluasi 

untuk meningkatkan keadilan hukum secara keseluruhan. Dengan mendalaminya, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan landasan bagi perubahan kebijakan dan perbaikan sistem yang 

lebih inklusif, memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan 

advokasi yang layak. Kesetaraan akses terhadap advokasi di dalam sistem peradilan pidana akan 

memberikan kontribusi signifikan terhadap menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 

berkeadilan. 

 

METODE 

Metode studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah 

berikut: 

1. Identifikasi Fokus Penelitian 

Peneliti pertama-tama mengidentifikasi fokus penelitian, yaitu evaluasi keadilan hukum 

dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi. Fokus ini membimbing penelitian untuk mempersempit ruang lingkup dan 

menentukan literatur yang relevan. 

2. Pencarian Literatur 

Peneliti melakukan pencarian literatur melalui basis data akademis, perpustakaan digital, dan 

sumber-sumber tepercaya lainnya. Pencarian ini mencakup kata kunci seperti "keadilan 

hukum", "sistem peradilan pidana", "ketidaksetaraan akses", dan "advokasi". Artikel, buku, 

laporan penelitian, dan sumber-sumber primer terkait dipilih untuk membangun landasan 

teoretis. 

3. Seleksi Literatur 

Setelah pencarian dilakukan, peneliti menyusun kriteria seleksi untuk menentukan literatur 

yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria ini dapat mencakup relevansi, kredibilitas, dan 

keakuratan sumber. Literatur yang tidak memenuhi kriteria tersebut dieliminasi untuk 

memastikan keberlanjutan metodologi penelitian. 

4. Analisis Literatur 

Analisis literatur dilakukan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang berkaitan 

dengan evaluasi keadilan hukum dan ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem 

peradilan pidana. Peneliti mencatat perspektif, metode penelitian, dan temuan utama dari 

literatur yang telah dipilih. 

5. Klasifikasi Temuan 

Temuan dari analisis literatur diklasifikasikan berdasarkan tema dan aspek tertentu yang 

relevan dengan penelitian. Pengelompokan ini membantu peneliti untuk merinci aspek-aspek 

khusus yang akan dievaluasi lebih lanjut dalam konteks kasus ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi. 

6. Sintesis dan Interpretasi 

Peneliti melakukan sintesis literatur untuk merangkum temuan-temuan utama dan 

memahami implikasi dari literatur yang telah dianalisis. Sintesis ini menjadi dasar untuk 
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membentuk kerangka konseptual penelitian dan memberikan pandangan yang mendalam 

terkait permasalahan yang dihadapi. 

7. Penyusunan Kerangka Konseptual 

Berdasarkan sintesis dan interpretasi literatur, peneliti menyusun kerangka konseptual yang 

menggambarkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang teridentifikasi. Kerangka 

konseptual ini menjadi landasan bagi pembahasan hasil penelitian dan rekomendasi untuk 

perbaikan sistem. 

8. Penulisan Laporan Penelitian 

Langkah terakhir melibatkan penulisan laporan penelitian yang mencakup semua temuan, 

analisis, dan interpretasi. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan struktur 

penelitian ilmiah dan menggunakan bahasa yang jelas untuk menyajikan hasil penelitian 

dengan tepat. 

Dengan mengikuti tahapan ini, penelitian studi literatur dapat memberikan pemahaman 

mendalam tentang evaluasi keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam 

konteks ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian studi literatur ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak serius terhadap keadilan hukum. 

Analisis literatur menyoroti beberapa temuan kunci: 

1. Disparitas Ekonomi dan Akses Terhadap Advokasi 

Literatur menunjukkan bahwa disparitas ekonomi menjadi faktor utama yang memengaruhi 

akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana. Individu dengan sumber daya 

ekonomi yang terbatas seringkali kesulitan untuk memperoleh bantuan hukum yang 

memadai, sehingga merugikan hak mereka dalam proses peradilan. 

2. Dampak Ketidaksetaraan Pendidikan terhadap Advokasi 

Ketidaksetaraan pendidikan juga menjadi perhatian, di mana mereka yang memiliki tingkat 

pendidikan rendah mungkin kesulitan memahami hak-hak mereka dan proses peradilan. Hal 

ini menimbulkan risiko ketidaksetaraan informasi di antara pihak yang bersengketa, yang 

pada gilirannya dapat mempengaruhi keputusan peradilan. 

3. Aspek Sosial dan Budaya 

Literatur mencatat bahwa aspek-aspek sosial dan budaya dapat memperburuk 

ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Diskriminasi rasial, gender, atau faktor-faktor 

budaya lainnya dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan dukungan hukum yang setara, 

sehingga melanggengkan ketidaksetaraan dalam sistem peradilan. 

4. Kritik terhadap Sistem Peradilan yang Tidak Inklusif 

Beberapa penelitian dan pandangan kritis dalam literatur menyoroti kekurangan sistem 

peradilan pidana yang tidak inklusif. Faktor-faktor seperti biaya mahal untuk mendapatkan 

advokat berkualitas, kompleksitas proses hukum, dan kurangnya dukungan bagi mereka 

yang kurang mampu, semuanya berkontribusi pada ketidaksetaraan yang terus berlanjut. 

5. Perlunya Reformasi Kebijakan dan Sistem 

Dari literatur, muncul rekomendasi untuk melakukan reformasi kebijakan dan sistem 

peradilan pidana guna mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Upaya untuk 

memberikan bantuan hukum yang terjangkau, peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, 

serta peninjauan ulang prosedur hukum yang kompleks menjadi langkah-langkah yang 

diusulkan. 

6. Perlunya Kesadaran Masyarakat 

Literatur menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum 

mereka dan pentingnya advokasi yang setara. Pendidikan publik dan kampanye kesadaran 

diidentifikasi sebagai upaya yang dapat memberdayakan masyarakat untuk mengatasi 

ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. 
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Penelitian ini menciptakan landasan yang kokoh untuk mengevaluasi keadilan hukum 

dalam sistem peradilan pidana dengan penekanan khusus pada ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi. Meskipun sistem peradilan pidana diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga 

keadilan, namun masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi muncul sebagai tantangan 

kritis yang dapat merusak esensi keadilan itu sendiri. Dalam perjalanannya, penelitian ini akan 

menyelami lebih dalam akar permasalahan ini, mengidentifikasi dampaknya, dan merinci solusi-

solusi potensial untuk membentuk sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah 

satu poin sentral yang ditekankan dalam penelitian ini adalah ketidaksetaraan ekonomi sebagai 

pemicu utama ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Redjeki, 2022). Terbatasnya sumber 

daya finansial seringkali menjadi hambatan serius bagi individu yang mencari keadilan di dalam 

sistem peradilan pidana.  

Biaya layanan hukum yang tinggi menciptakan kesenjangan signifikan di antara mereka 

yang mampu membayar dan mereka yang tidak, memberikan celah bagi perlakuan hukum yang 

tidak merata. Oleh karena itu, perluasan akses terhadap bantuan hukum yang terjangkau menjadi 

suatu keharusan mendesak, dengan tujuan untuk mengatasi disparitas ekonomi dan mewujudkan 

keadilan akses terhadap advokasi (Gustian et al., 2024). Penelitian ini bukan hanya sekadar 

mengidentifikasi masalah, melainkan juga memberikan dasar yang kuat untuk merinci strategi 

konkrit yang dapat diterapkan untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

(Suhanda et al., 2020). Dengan merinci perlunya ekspansi bantuan hukum yang terjangkau, 

penelitian ini menyiratkan perlunya perubahan kebijakan yang dapat membawa perubahan 

substantif dalam sistem peradilan pidana. Dalam menghadapi tantangan ketidaksetaraan akses, 

langkah-langkah ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi sebagai 

penjaga keadilan sejati bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka 

(Redjeki et al., 2020). 

Penelitian ini juga mengamati bahwa tingkat pendidikan memiliki dampak signifikan 

terhadap akses terhadap advokasi dalam konteks sistem peradilan pidana (Herlina et al., 2023). 

Individu dengan tingkat pendidikan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memahami 

hak-hak mereka atau proses peradilan pidana secara menyeluruh (Sukmawati et al., 2024). 

Ketidaksetaraan informasi yang timbul dari perbedaan tingkat pendidikan ini dapat menjadi 

sumber ketidaksetaraan yang merugikan, terutama bagi mereka yang kurang berpendidikan. 

Oleh karena itu, langkah-langkah edukatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman hukum di 

kalangan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi ketidaksetaraan ini. Aspek sosial 

dan budaya juga turut memberikan kontribusi terhadap ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

(Saputra, Kharisma, et al., 2023). Diskriminasi rasial, gender, atau budaya dapat berperan 

sebagai hambatan signifikan bagi individu dalam mendapatkan dukungan hukum yang setara.  

Sistem peradilan yang kurang peka terhadap keberagaman ini dapat memperkuat 

ketidaksetaraan, menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu diabaikan secara tidak adil 

(Sophan et al., 2023). Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan praktik-praktik peradilan 

menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi 

(Redjeki, 2023). Penelitian ini tidak hanya menyoroti permasalahan, tetapi juga memberikan 

panggung untuk mempertimbangkan solusi-solusi yang dapat mengatasi ketidaksetaraan akses 

terhadap advokasi yang berasal dari disparitas tingkat pendidikan dan aspek sosial-budaya 

(Zakaria et al., 2024). Edukasi hukum yang disesuaikan dengan berbagai tingkat pendidikan dan 

pemahaman budaya menjadi strategi yang dapat diusulkan untuk mengurangi kesenjangan 

informasi (Ismail et al., 2020). Selain itu, reformasi kebijakan peradilan yang mengakui dan 

menanggulangi diskriminasi menjadi langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa sistem 

peradilan pidana berfungsi sebagai penjaga keadilan yang merata bagi semua warga masyarakat 

(Marzuki et al., 2024). Dengan merinci solusi-solusi ini, penelitian ini memberikan kontribusi 

terhadap pemahaman dan aksi konkret untuk mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap advokasi 

di berbagai lapisan masyarakat. 
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Beberapa literatur mengkritik sistem peradilan pidana yang tidak inklusif. Faktor-faktor 

seperti biaya tinggi untuk mendapatkan advokat berkualitas, kompleksitas proses hukum, dan 

kurangnya dukungan bagi mereka yang kurang mampu, semuanya menjadi penyebab 

ketidaksetaraan (Wambrauw et al., 2024). Kritik ini mendorong perlunya peninjauan ulang 

menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik-praktik yang mungkin melanggengkan 

ketidaksetaraan akses terhadap advokasi. Dari analisis literatur, tampak bahwa perlunya 

reformasi kebijakan dan sistem peradilan pidana adalah esensial. Bantuan hukum yang 

terjangkau, peningkatan pendidikan hukum di masyarakat, dan peninjauan ulang prosedur 

hukum yang kompleks diusulkan sebagai langkah-langkah konkret untuk mengatasi 

ketidaksetaraan akses terhadap advokasi (Fios et al., 2024). Reformasi ini harus mencakup 

kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk 

menciptakan perubahan yang signifikan dan berkelanjutan. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menggarisbawahi kompleksitas dan seriusnya 

masalah ketidaksetaraan akses terhadap advokasi dalam sistem peradilan pidana. Diperlukan 

pendekatan holistik yang melibatkan perubahan kebijakan, peningkatan edukasi, dan 

transformasi budaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Hanya 

dengan tindakan komprehensif dan berkelanjutan kita dapat bergerak menuju masyarakat yang 

lebih setara dan berkeadilan. 

 

SIMPULAN 

Dalam simpulan, penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksetaraan akses terhadap 

advokasi dalam sistem peradilan pidana adalah masalah serius yang memerlukan perhatian 

segera. Disparitas ekonomi, ketidaksetaraan pendidikan, dan faktor sosial-budaya berkontribusi 

pada perlakuan yang tidak adil di dalam sistem. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan 

reformasi mendalam sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan 

inklusif. 

 

SARAN 

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait 

memprioritaskan reformasi kebijakan hukum dan peradilan pidana. Bantuan hukum yang 

terjangkau harus dipertimbangkan, sementara peningkatan pendidikan hukum di masyarakat 

perlu diimplementasikan. Pemantapan pada aspek sosial dan budaya juga krusial untuk 

memastikan bahwa sistem peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi semua individu. 
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